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ABSTRAK ​
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan pendekatan 
pengelolaan pendidikan yang memberi ruang otonomi 
lebih luas kepada sekolah dalam merancang program, 
mengelola sumber daya, serta mengambil keputusan 
sesuai dengan kebutuhan, potensi dan karakteristik 
lingkungan pendidikan masing-masing. Penerapan MBS 
diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui 
keterlibatan aktif seluruh unsur sekolah dan 
masyarakat secara kolaboratif. Makalah ini mengkaji 
tahapan pelaksanaan MBS secara sistematis, mulai dari 
tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, hingga 
evaluasi program sekolah. Pada tahap persiapan, 
sekolah melakukan sosialisasi konsep MBS, membangun 
kesadaran kolektif warga sekolah, mengidentifikasi 
tingkat kesiapan lembaga, serta membentuk tim 
pengembang sekolah sebagai penggerak implementasi. 
Tahap perencanaan meliputi perumusan visi, misi, dan 
tujuan sekolah, analisis kebutuhan melalui pendekatan 
SWOT, penyusunan program kerja, serta pengembangan 
Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). 
Selanjutnya, tahap pelaksanaan diwujudkan melalui 
pengorganisasian program, penguatan partisipasi warga 
sekolah dan masyarakat, serta optimalisasi 
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sekolah. Adapun 
tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas 
program, mengidentifikasi berbagai hambatan, serta 
menjadi dasar perbaikan berkelanjutan. Kajian ini 
juga menyoroti sejumlah tantangan dalam implementasi 
MBS, seperti keterbatasan kemampuan sumber daya 
manusia, minimnya keterlibatan masyarakat, dan 
resistensi terhadap perubahan budaya organisasi, 
beserta alternatif solusi yang dapat diterapkan. 
Dengan penerapan yang terencana, kolaboratif, dan 
berorientasi pada kebutuhan sekolah, MBS diharapkan 
mampu mendorong terciptanya tata kelola pendidikan 
yang efektif, transparan, akuntabel, serta mendukung 
peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. 
 
Kata Kunci: Manajemen Berbasis Sekolah, Pelaksanaan 
MBS, Otonomi Sekolah, Mutu Pendidikan.  

 
 
 
 
 
HISTORI ARTIKEL 
Diterima : 
Direvisi : 
Disetujui: 
 
 
PENULIS 
KORESPONDENSI 
�
eladawea1988@gmail.c

om 

jurnalattashawwur@stitalkhairiyah.ac.id 



Pendahuluan  

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, arah kebijakan pendidikan di 
Indonesia mengalami pergeseran mendasar dari pola pengelolaan yang 
terpusat menuju pendekatan yang lebih desentralistik. Perubahan 
paradigma ini memunculkan manajemen berbasis sekolah (MBS) atau 
School-Based Management sebagai bagian dari wujud konkret 
desentralisasi pendidikan. Melalui MBS, sekolah diberikan ruang 
otonomi yang lebih luas dalam merumuskan keputusan strategis, 
mengatur sumber daya, dan merancang program pembelajaran berdasarkan 
kondisi dan kebutuhan nyata satuan pendidikan. Pendekatan ini, 
menurut Andi Nurmayanthi (2023) sekaligus membuka peluang 
partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan dalam upaya 
peningkatan mutu pendidikan yang relevan dan berorientasi pada 
kebutuhan setempat. 

Dalam perkembangan pendidikan abad ke-21 yang ditandai oleh 
dinamika dan kompleksitas tantangan, keberadaan MBS menjadi semakin 
relevan. Di satu sisi, MBS menyediakan fleksibilitas bagi sekolah 
untuk mengadaptasi kebijakan, kurikulum, dan praktik pembelajaran 
dengan karakteristik peserta didik serta lingkungan sosialnya. Namun 
di sisi lain, realitas implementasi menunjukkan bahwa tidak semua 
sekolah siap mengelola otonomi tersebut secara optimal. Berbagai 
kendala masih kerap dijumpai, antara lain keterbatasan sumber daya, 
pemahaman yang belum merata terhadap konsep dan praktik MBS, serta 
adanya resistensi terhadap perubahan budaya manajemen sekolah. 
Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas dan pendampingan 
berkelanjutan agar MBS dapat dijalankan secara efektif dan berdaya 
guna (Hartinah & Aura Wida Rofahima, 2024). Sekalipun sejumlah 
institusi pendidikan berhasil mengintegrasikan pilar-pilar MBS 
termasuk kemandirian, keterlibatan semua pihak, keterbukaan, dan 
pertanggungjawaban guna menyempurnakan kualitas administrasi serta 
penyediaan layanan pendidikan, tantangan substantif masih 
menghalangi efektivitas dan keberlanjutan penerapan MBS. Sebagai 
ilustrasi, terdapat kendala terkait ketersediaan sumber daya 
profesional dalam bidang manajemen sekolah, penggunaan teknologi 
informasi yang belum optimal dalam operasional manajerial, serta 
kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dan komite sekolah dalam 
penyusunan rencana kegiatan. 

Dalam konteks situasi pendidikan Indonesia saat ini, MBS memegang 
peranan krusial selaku sarana pendukung kebijakan merdeka belajar 
dan kerangka kurikulum yang lebih responsif terhadap kebutuhan 
peserta didik. Kewenangan otonomi yang diberikan kepada kepada 
sekolah diharapkan tidak hanya berkontribusi pada peningkatan 
standar layanan pendidikan, melainkan juga melahirkan para lulusan 
yang sanggup menjawab tantangan di tingkat global maupun lokal. 
Meski demikian, kondisi faktual di lapangan menunjukkan bahwa 
keberhasilan MBS sangat bergantung pada adanya pola implementasi 
yang terencana, sistematis, dan selaras dengan karakteristik 
masing-masing satuan pendidikan, agar pengaruhnya terhadap kualitas 
pembelajaran dan manajemen sekolah dapat dirasakan secara nyata. 
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Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu 
suatu pendekatan yang bertujuan mendeskripsikan konsep manajemen 
berbasis sekolah dan langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen 
berbasis sekolah tersebut berdasarkan kajian pustaka dan berbagai 
literatur yang relevan. Data penelitian diperoleh melalui telaah 
jurnal penelitian, buku, dan artikel ilmiah yang relevan dengan tema 
manajemen berbasis sekolah. Analisis data dilakukan dengan cara 
reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh 
pemahaman mengenai tahapan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah 
secara sistematis. 

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik 
triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengkaji berbagai 
informasi yang diperoleh dari sejumlah referensi dan sumber data 
yang relevan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan 
konsistensi, validitas, dan reliabilitas data sehingga hasil 
penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Melalui 
proses ini, peneliti berupaya meminimalkan potensi bias sekaligus 
memperkuat keakuratan temuan penelitian. Analisis data dilakukan 
menggunakan metode deskriptif-analitis, yakni melalui proses 
pengelompokan, penafsiran, dan penyimpulan data yang berkaitan 
dengan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Proses analisis 
dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu: (a) 
mengorganisasikan data agar tersusun secara sistematis sesuai fokus 
penelitian, (b) menginterpretasikan data dengan menghubungkan temuan 
pada konteks implementasi manajemen berbasis sekolah, serta (c) 
menarik kesimpulan secara menyeluruh mengenai langkah-langkah 
pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dalam mendukung efektivitas 
pengelolaan pendidikan.  

Hasil 

Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan langkah 
strategis dalam meningkatkan mutu kualitas pendidikan melalui 
pemberian otonomi lebih luas kepada sekolah untuk mengelola sumber 
daya, menyusun program, dan pengambilan keputusan sesuai dengan 
kebutuhan serta karakteristik lingkungan sekolah masing-masing. 
Implementasi MBS dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu: 

1.  ​ Tahap persiapan dilakukan dengan sosialisasi konsep MBS, 
pembangunan kesadaran kolektif warga sekolah, identifikasi 
kesiapan sekolah, serta pembentukan tim pengembang sekolah. 

2.  ​ Tahap perencanaan dilakukan melalui penyusunan visi, misi, 
tujuan sekolah, analisis kebutuhan sekolah, penyusunan program 
kerja, dan RKAS secara partisipatif. 

3.  ​ Tahap pengorganisasian dilakukan dengan pembagian tugas, 
wewenang, dan tanggung jawab kepada seluruh warga sekolah agar 
pelaksanaan program berjalan secara terarah dan efektif. 
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4.  ​ Tahap pelaksanaan di mana sekolah mengoptimalkan seluruh 
sumber daya yang dimiliki dengan melibatkan kepala sekolah, 
guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, dan 
masyarakat dalam pelaksanaan program sekolah. 

5.  ​ Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas program, 
mengidentifikasi hambatan, serta menjadi dasar dalam melakukan 
perbaikan berkelanjutan. 

6.  ​ Tahap pelaporan dan akuntabilitas dilakukan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban sekolah terhadap pelaksanaan program, 
penggunaan anggaran, dan pencapaian tujuan pendidikan kepada 
seluruh pihak terkait, baik pemerintah maupun masyarakat. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan MBS dapat meningkatkan 
efektivitas pengelolaan sekolah, partisipasi warga sekolah, 
transparansi, serta kualitas layanan pendidikan. Meskipun demikian, 
pelaksanaan MBS masih menghadapi berbagai kendala, seperti 
keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya keterlibatan masyarakat, 
dan resistensi terhadap perubahan dalam lingkungan sekolah. Oleh 
karena itu, diperlukan komitmen, kolaborasi, serta penguatan 
kapasitas seluruh warga sekolah agar pelaksanaan MBS dapat berjalan 
secara optimal dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan mutu 
pendidikan.   

Pembahasan 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan suatu pendekatan 
pengelolaan pendidikan yang menempatkan sekolah sebagai 
pusatpenngembangan dan pemberdayaan. Pendekatan ini menekankan 
pentingnya keterlibatan aktif berbagai pihak dalam penyelenggaraan 
pendidikan, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, 
peserta didik, orang tua, hingga masyarakat sekitar. Dalam 
pelaksanaannya, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat proses 
belajar mengajar, tetapi juga ruang kolaborasi yang mendorong 
partisipasi bersama dalam proses merumuskan kebijakan, menyusun 
program, serta pengambilan keputusan. 

Melalui penerapan MBS, kepala sekolah diberikan kewenangan yang 
lebih luas untuk mengelola program pendidikan dan sumber daya yang 
selaras dengan karakteristik peserta didik dan kebutuhan lingkungan 
sekolah tersebut. Otonomi tersebut  memberikan kesempatan kepada 
sekolah untuk bersikap lebih responsif dan adaptif dalam menentukan 
langkah-langkah strategis guna meningkatkan mutu pendidikan. Dengan 
demikian, implementasi MBS diarahkan pada penguatan peran sekolah 
sebagai institusi yang mandiri, partisipatif, dan berorientasi pada 
peningkatan kualitas layanan pendidikan. Berikut adalah 
langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah: 

1. Tahap Persiapan 
Sebelum memasuki fungsi manajerial formal (planning, organizing, 

actuating, controlling), sekolah yang baru akan menerapkan manajemen 
berbasis sekolah (MBS) memerlukan tahap persiapan yang matang. Tahap 
persiapan dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) tidak 
dapat dipahami semata sebagai rangkaian langkah administratif. Ia 
merupakan proses transformasi budaya organisasi yang menyentuh cara 
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berpikir, bersikap, dan bertindak seluruh warga sekolah. Mulyasa 
(2011) menegaskan bahwa keberhasilan MBS sangat ditentukan oleh 
perubahan paradigma atau pola pikir (mindset) dari pola sentralistik 
yang serba menunggu instruksi menuju sistem desentralistik yang 
partisipatif dan mandiri.  Dengan demikian, tahap ini sesungguhnya 
adalah proses rekonstruksi budaya sekolah secara menyeluruh. 

Pada tahap persiapan ini mencakup beberapa langkah, yaitu: 

a. Sosialisasi Konsep Manajemen Berbasis Sekolah 
Secara konseptual, sosialisasi merupakan proses penyamaan persepsi 

melalui transfer pengetahuan yang sistematis. Sosialisasi menjadi 
langkah awal dalam membangun kesamaan persepsi mengenai hakikat, 
tujuan, prinsip, serta konsekuensi penerapan manajemen berbasis 
sekolah (MBS) terhadap tata kelola lembaga pendidikan. Pada sekolah 
yang belum pernah menerapkan MBS, resistensi atau keraguan kerap 
muncul sebagai respons atas perubahan pola kerja dan redistribusi 
kewenangan yang belum sepenuhnya dipahami (Nurkolis, 2003).  Kondisi 
ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan tidak dapat dilepaskan 
dari kesiapan pemahaman para pelaksana di lapangan. Fullan 
menekankan bahwa banyak inovasi pendidikan gagal bukan karena 
konsepnya lemah, melainkan karena pelaksana di lapangan tidak 
memahami makna perubahan tersebut secara utuh (Michael Fullan, 
2007). Ketika pemahaman tidak terbentuk, yang muncul hanyalah 
praktik semu MBS yang tampak administratif, tetapi masih berpola 
pikir sentralistik. 

Oleh karena itu, sosialisasi tidak cukup dilakukan sebagai 
penyampaian informasi satu arah. Ia perlu dirancang sebagai proses 
yang bersifat edukatif sekaligus dialogis. Kepala sekolah memegang 
peran strategis untuk menegaskan bahwa MBS bukanlah bentuk 
pengalihan beban tanggung jawab dari pemerintah kepada sekolah, 
melainkan sebuah strategi peningkatan mutu yang bertumpu pada 
otonomi yang terarah, partisipasi aktif pemangku kepentingan, serta 
prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan. 

Namun demikian, sosialisasi yang efektif tidak cukup berhenti pada 
penyampaian materi. Ia harus menyentuh aspek psikologis warga 
sekolah. Rogers (2003) dalam teori Diffusion of Innovations 
menjelaskan bahwa adopsi gagasan baru membutuhkan proses, bukan 
tekanan. Karena itu, pendekatan yang humanis menuntut adanya ruang 
dialog yang aman, tempat guru dan staf dapat menyampaikan keraguan 
maupun harapan mereka tanpa rasa takut. Sosialisasi bukan forum satu 
arah, melainkan percakapan bersama yang membangun keterlibatan 
emosional dalam proses perubahan. 
  Dalam praktiknya, kegiatan sosialisasi dapat dilakukan melalui 
rapat dewan guru dan tenaga kependidikan, forum diskusi bersama 
komite sekolah dan orang tua, workshop internal tentang prinsip dan 
mekanisme MBS maupun penyebaran dokumen kebijakan dan panduan MBS. 
Secara teoritis, tahap ini merupakan bagian dari unfreezing process 
dalam teori perubahan organisasi Lewin, yaitu mencairkan pola pikir 
lama sebelum membangun sistem baru. Tanpa proses ini, perubahan 
struktural tidak akan diikuti perubahan budaya kerja. 
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b. Penyadaran Kolektif dan Pembangunan Sense of Belonging 
Salah satu hambatan utama yang dihadapi sekolah pada fase awal 

penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah kuatnya warisan 
budaya kerja yang bersifat top-down. Dalam pola ini, keputusan 
cenderung terpusat dan warga sekolah terbiasa berperan sebagai 
pelaksana, bukan sebagai penggagas. Karena itu, diperlukan proses 
penyadaran kolektif yang meneguhkan bahwa sekolah merupakan ruang 
bersama yang bertumpu pada prinsip shared ownership. 

Mulyasa (2011) menekankan bahwa efektivitas MBS sangat ditentukan 
oleh transformasi pola pikir warga sekolah, dari sekadar pelaksana 
kebijakan menjadi pengelola sekaligus pengambil keputusan. 
Transformasi ini diarahkan untuk mewujudkan rasa tanggung jawab 
bersama terhadap peningkatan mutu pendidikan, membangun komitmen 
kolektif dalam mewujudkan visi sekolah, serta memperkuat kesadaran 
akan pentingnya partisipasi aktif setiap unsur sekolah. Dalam 
perspektif manajemen pendidikan kontemporer, kondisi tersebut 
dikenal sebagai pembentukan budaya organisasi kolaboratif 
(collaborative school culture). Bush dan Coleman (2000) menjelaskan 
bahwa sekolah dengan kultur kolektif yang solid cenderung lebih 
konsisten dan adaptif dalam mengimplementasikan kebijakan berbasis 
otonomi. 

Pada tahap ini, kepala sekolah memegang peran sentral sebagai 
change leader. Ia tidak hanya mengarahkan, tetapi juga menumbuhkan 
komunikasi yang terbuka, menyediakan ruang bagi aspirasi, serta 
menghadirkan keteladanan dalam praktik kepemimpinan yang 
partisipatif. Dengan demikian, perubahan tidak terasa sebagai 
tekanan struktural, melainkan sebagai gerakan bersama menuju 
perbaikan mutu pendidikan. 

c. Identifikasi Kesiapan Sekolah 
Sebelum Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) diterapkan secara 

menyeluruh, sekolah perlu terlebih dahulu menelaah tingkat kesiapan 
internalnya. Langkah ini dimaksudkan untuk memetakan sejauh mana 
sumber daya, budaya kerja, serta sistem yang telah berjalan mampu 
menopang implementasi MBS. Proses tersebut dapat dilaksanakan 
melalui proses evaluasi diri sekolah (school self-evaluation) maupun 
analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). 
Temuan dari identifikasi ini menjadi pijakan penting dalam merancang 
strategi penerapan MBS yang bertahap, terukur, dan sesuai dengan 
kondisi riil sekolah. 

Menurut Raharjo (Depdiknas, 2007), kesiapan sekolah mencakup 
beberapa aspek: 

1)​Kesiapan sumber daya manusia terdiri dari kompetensi manajerial 
kepala sekolah, profesionalisme guru dan kemampuan administrasi 
tenaga kependidikan. 

2)​Kesiapan organisasi mencakup kejelasan struktur organisasi, 
mekanisme koordinasi internal dan sistem dokumentasi dan 
pelaporan. 

3)​Kesiapan sumber daya finansial dan sarana berupa transparansi 
pengelolaan keuangan dan ketersediaan sarana pendukung 
pembelajaran. 
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4)​Kesiapan budaya sekolah menyangkut keputusan partisipasi warga 
sekolah serta iklim komunikasi dan kepercayaan. 

Dari sudut pandang akademis, tahapan ini mencerminkan penerapan 
prinsip pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision 
making), di mana setiap kebijakan disusun berdasarkan fakta dan 
informasi objektif, bukan sekadar perkiraan atau asumsi. Dengan 
demikian, arah pengembangan sekolah lebih terencana dan memiliki 
dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. 

d. Pembentukan Tim Pengembang Sekolah 
Tahap strategis selanjutnya adalah membentuk tim pengembang 

sekolah (TPS) atau tim pelaksana MBS yang akan menjadi penggerak 
utama proses perubahan. Tim ini berperan sebagai pusat koordinasi 
sekaligus fasilitator dalam memastikan setiap tahapan implementasi 
MBS berjalan terarah dan berkesinambungan. 
Nurkolis (2003) menegaskan bahwa dalam kerangka MBS, pola kerja yang 
bersifat kolektif cenderung lebih efektif dibandingkan kepemimpinan 
yang bertumpu pada satu figur semata. Oleh karena itu, tim 
pengembang sekolah idealnya terdiri atas: 

1)​Kepala sekolah (sebagai penanggung jawab) 
2)​Wakil kepala sekolah 
3)​Perwakilan guru 
4)​Tenaga kependidikan 
5)​Perwakilan komite sekolah 
Adapun tugas utama tim pengembang yaitu menyusun rencana strategis 

sekolah, mengawal pelaksanaan program MBS, melakukan monitoring dan 
refleksi berkala serta menjadi penghubung antara sekolah dan 
stakeholder. 

Kehadiran TPS bukan hanya memperkuat efektivitas organisasi, 
tetapi juga merefleksikan prinsip partisipatif yang menjadi ruh MBS. 
Melalui tim ini, proses musyawarah dalam pengambilan keputusan 
memperoleh ruang yang nyata, sehingga kebijakan yang dihasilkan 
lebih inklusif dan memiliki legitimasi bersama. 

Sekolah yang berada pada tahap awal penerapan manajemen berbasis 
sekolah (MBS) umumnya dihadapkan pada sejumlah tantangan mendasar. 
Pertama, munculnya pseudo-implementation, yakni situasi ketika 
perubahan hanya tampak pada aspek administratif dan dokumen formal, 
sementara budaya kerja dan pola pikir warga sekolah belum mengalami 
transformasi yang berarti. Kedua, potensi terjadinya beban kerja 
yang berlebihan pada kepala sekolah, terutama ketika tanggung jawab 
manajerial meningkat tanpa diimbangi sistem pendukung yang memadai. 
Ketiga, resistensi dari dalam organisasi, yang sering kali berakar 
pada kekhawatiran terhadap perubahan peran, distribusi kewenangan, 
dan tuntutan akuntabilitas yang lebih tinggi. 

Dalam konteks tersebut, tahap persiapan tidak dapat dipandang 
sebagai prosedur administratif semata. Ia merupakan fondasi 
strategis bagi proses perubahan organisasi sekolah. Kematangan pada 
fase awal ini sangat menentukan keberlanjutan dan efektivitas 
implementasi MBS dalam jangka panjang, karena disinilah arah, 
komitmen, dan kesiapan kolektif mulai dibangun secara sistematis. 
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2. Tahap Perencanaan (planning) 
Perencanaan merupakan pijakan awal yang sangat penting dalam 

implementasi sistem Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Pada tahap 
ini, sekolah secara sistematis merumuskan arah tujuan, menyusun 
program, menetapkan strategi, serta mengidentifikasi sumber daya 
yang dibutuhkan guna mencapai mutu pendidikan yang diharapkan. 
Perencanaan bukan sekadar penyusunan dokumen, melainkan proses 
reflektif yang menuntut kejelasan visi dan kesadaran akan kondisi 
riil sekolah. 

Dalam kerangka MBS, proses ini tidak bersifat sentralistik atau 
bertumpu pada kepala sekolah semata. Guru, komite sekolah, orang 
tua, serta stakeholder lainnya dilibatkan secara aktif agar program 
yang dirancang benar-benar merepresentasikan kebutuhan autentik 
sekolah sekaligus selaras dengan karakteristik dan potensi 
lingkungan setempat. Dengan demikian, perencanaan menjadi ruang 
kolaboratif yang memperkuat kemauan dan rasa tanggung jawab semua 
pihak terhadap kemajuan sekolah. 

Komponen kegiatan perencanaan dalam MBS meliputi: 
a. Penetapan visi, misi, dan tujuan sekolah sesuai kondisi lokal. 
b. Analisis situasi dan kebutuhan sekolah (analisis SWOT). 
c. Penyusunan program tahunan dan rencana kerja sekolah. 
d. Penyusunan RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah). 
e. Sosialisasi dan klarifikasi perencanaan kepada seluruh warga 

sekolah. 

3. Tahap Pengorganisasian (Organizing) 
Tahap pengorganisasian (organizing) merupakan tahap penting dalam 

fungsi manajemen berbasis sekolah yang dilakukan setelah proses 
perencanaan. Pengorganisasian dipahami sebagai proses yang dinamis 
dalam memadukan sumber daya manusia maupun non-manusia melalui 
pembagian kerja, penetapan tugas, wewenang, serta tanggung jawab 
secara sistematis agar tujuan pendidikan dapat terwujud dengan cara 
efektif dan efisien. Menurut Sukatin (2024), dalam konteks 
pendidikan, proses ini mencakup perincian pekerjaan, pembagian 
kerja, penyatuan tugas, koordinasi, hingga monitoring dan 
reorganisasi sebagai bentuk pengendalian berkelanjutan. 

a. Pembagian Tugas dan Wewenang 
Pembagian tugas dan wewenang adalah bagian penting dalam fungsi 

pengorganisasian (organizing) dalam manajemen berbasis sekolah. 
Melalui pembagian tugas yang jelas, setiap individu dalam organisasi 
sekolah mengetahui peran, tanggung jawab, serta batas kewenangannya 
sehingga tujuan pendidikan dapat terwujud dengan cara efektif dan 
efisien. 

Dalam konteks manajemen berbasis sekolah, pengorganisasian tidak 
hanya terkait menyusun struktur organisasi, tetapi juga memutuskan 
siapa melakukan apa, kepada siapa bertanggung jawab, dan sejauh mana 
kewenangan yang dimiliki. Pembagian tugas dilakukan berdasarkan 
kompetensi, jabatan, serta kebutuhan organisasi, sedangkan wewenang 
diberikan agar individu dapat mengambil keputusan sesuai bidang 
tugasnya tanpa harus selalu menunggu instruksi atasan. 
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Secara praktis, kepala sekolah sebagai pimpinan memiliki wewenang 
tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis, seperti penyusunan 
program kerja, pembagian tugas guru, serta pengawasan kinerja. Guru 
memiliki tugas utama dalam pelaksanaan proses pembelajaran, 
penyusunan perangkat ajar, serta evaluasi hasil belajar siswa. 
Sementara itu, tenaga kependidikan menjalankan fungsi administratif 
dan pelayanan pendukung lainnya sesuai pembagian kerja yang telah 
ditetapkan. 

Pembagian tugas yang baik harus memenuhi prinsip kejelasan 
(clarity), keseimbangan beban kerja, serta kesesuaian antara tugas 
dan kemampuan individu. Jika pembagian tugas tidak jelas, maka dapat 
terjadi tumpang tindih pekerjaan atau bahkan kekosongan tanggung 
jawab. Oleh karena itu, pengorganisasian yang efektif menuntut 
adanya struktur yang sistematis serta garis koordinasi dan 
komunikasi yang tegas. 

Selain itu, wewenang yang diberikan harus seimbang dengan tanggung 
jawab yang diembannya. Dengan demikian, setiap individu yang 
memperoleh tugas dan kewenangan tertentu memiliki kewajiban untuk 
melakukan tugas tersebut secara optimal serta mampu 
mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Ketidakseimbangan antara tugas 
dan wewenang dapat menghambat kinerja organisasi karena individu 
tidak memiliki ruang gerak yang cukup dalam menjalankan tanggung 
jawabnya. 
Dengan demikian, pembagian tugas dan wewenang dalam lembaga 
pendidikan bertujuan untuk menciptakan sistem kerja yang teratur, 
meningkatkan efisiensi, memperjelas alur koordinasi, serta 
memperkuat akuntabilitas setiap unsur organisasi sekolah (Sukatin, 
2024). 

b. Pembentukan Tim Kerja dan Struktur Organisasi Sekolah 
Dalam manajemen berbasis sekolah, tahap pengorganisasian 

(organizing) merupakan proses penting setelah perencanaan dilakukan. 
Pada tahap ini, seluruh sumber daya yang dimiliki sekolah perlu 
dikelola, dibagi, dan dikoordinasikan secara terarah agar tujuan 
pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam konteks 
ini, Pengorganisasian tidak hanya sebatas penyusunan struktur 
organisasi sekolah, tetapi juga mencakup pembentukan tim kerja yang 
mampu bekerja sama sesuai dengan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya 
masing-masing. Oleh karena itu, pembentukan tim kerja dan penataan 
struktur organisasi sekolah menjadi bagian yang sangat strategis 
dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dengan 
terdiri dari: 

1) Pembentukan Tim Kerja di Sekolah 
Pembentukan tim kerja dalam organisasi sekolah merupakan bagian 

dari fungsi pengorganisasian (organizing) dalam manajemen berbasis 
sekolah. Tim kerja dibentuk untuk membantu kepala sekolah dalam 
melaksanakan tugas manajerial, pengembangan program, serta 
peningkatan kualitas mutu pendidikan. Jika pembagian tugas yang 
jelas, kerja sama yang terstruktur, dan koordinasi yang baik, tujuan 
sekolah akan tercapai secara efektif dan efisien. 
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Dalam konsep pengorganisasian dalam manajemen berbasis sekolah, 
proses pembentukan tim kerja dilakukan dengan membagi pekerjaan 
besar menjadi tugas-tugas yang lebih spesifik, menetapkan 
kewenangan, serta menentukan tanggung jawab masing-masing anggota. 
Pembentukan tim juga harus mempertimbangkan kompetensi, 
profesionalitas, dan prinsip the right man on the right place, 
sehingga setiap individu ditempatkan sesuai dengan bidang 
keahliannya. 

Tim kerja di sekolah dapat berbentuk tim pengembang kurikulum, tim 
penjaminan mutu, tim kesiswaan, tim sarana dan prasarana, tim humas 
dan tim supervisi akademik. Menurut Sukatin (2024) Keberadaan tim 
kerja ini membantu kepala sekolah dalam mendesentralisasikan tugas 
sehingga tidak terjadi penumpukan wewenang pada satu pihak saja. 
Dengan demikian, proses pengambilan keputusan menjadi lebih 
partisipatif dan kolaboratif. 

2) Struktur Organisasi Sekolah 
Struktur organisasi sekolah adalah susunan sistematis yang 

menggambarkan hubungan kerja, garis koordinasi, serta pembagian 
tugas dan wewenang dalam lembaga pendidikan. Struktur organisasi 
menunjukkan bagaimana tugas-tugas dibagi, dikelompokkan, dan 
dikoordinasikan untuk mencapai tujuan pendidikan. 
Secara umum, struktur organisasi sekolah terdiri atas: 

a)​Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin utama yang bertanggung 
jawab atas manajemen, supervisi, dan pengembangan sekolah. 

b)​Wakil kepala sekolah bertugas membantu kepala sekolah dalam 
berbagai seperti bidang kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, 
dan hubungan masyarakat. 

c)​Guru dan tenaga kependidikan berperan sebagai pelaksana utama 
proses pembelajaran dan administrasi sekolah. 

d)​Komite sekolah berfungsi sebagai mitra sekolah dalam mendukung 
kebijakan, pembiayaan, serta pengawasan mutu pendidikan. 

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pembentukan tim kerja dan penyusunan struktur organisasi sekolah 
merupakan bagian penting dari fungsi pengorganisasian dalam 
manajemen berbasis sekolah. Pembagian tugas yang jelas, 
pendelegasian wewenang yang tepat, serta penempatan personil sesuai 
kompetensinya akan mendukung efektivitas dan efisiensi pencapaian 
tujuan sekolah. Struktur organisasi yang sistematis juga menciptakan 
koordinasi yang baik antar unsur sekolah, sehingga terbangun kerja 
sama, rasa tanggung jawab, dan komitmen bersama dalam meningkatkan 
kualitas mutu pendidikan. 

c. Penguatan Fungsi Kepala Sekolah sebagai Pemimpin Manajerial 
Kepala sekolah sebagai pemimpin manajerial memiliki peran 

strategis dalam menggerakkan seluruh sumber daya sekolah untuk 
mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dalam 
perspektif manajemen pendidikan, fungsi manajerial kepala sekolah 
meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 
pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). Penguatan 
peran ini menjadi sangat penting dalam konteks penerapan Manajemen 
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Berbasis Sekolah (MBS), di mana sekolah diberikan kewenangan lebih 
luas dalam mengatur sumber dayanya. 

Sebagai manajer di sekolah, kepala sekolah harus mampu menyusun 
perencanaan strategis sekolah yang berbasis pada kebutuhan riil, 
melibatkan guru dalam proses pengambilan keputusan, serta membangun 
sistem kerja yang terstruktur dan kolaboratif. Pengorganisasian yang 
efektif menurut Sukatin (2024) mencakup pembagian tugas yang jelas, 
penetapan struktur organisasi yang fungsional, serta koordinasi yang 
berkelanjutan antar unit kerja sekolah. 

Selain itu, penguatan peran manajerial kepala sekolah juga tampak 
dalam kemampuannya membangun budaya mutu di lingkungan sekolah. 
Kepala sekolah diharapkan mampu menghadirkan lingkungan belajar yang 
kondusif, memberdayakan guru melalui pelatihan dan supervisi 
akademik, serta menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang 
berkelanjutan guna memastikan peningkatan mutu pendidikan. 
Kepemimpinan yang partisipatif dan visioner akan mendorong 
terciptanya akuntabilitas, transparansi, serta komitmen bersama 
dalam mencapai standar pendidikan yang lebih tinggi. 

Dengan demikian, penguatan peran kepala sekolah sebagai pemimpin 
manajerial tidak hanya berorientasi pada administrasi semata, tetapi 
juga pada kemampuan strategis dalam mengintegrasikan seluruh potensi 
sekolah secara sistematis untuk menghasilkan mutu pendidikan yang 
optimal. 

d. Pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan 
Pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan merupakan langkah 

strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan. 
Dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), guru dan tenaga 
kependidikan tidak hanya diposisikan sebagai pelaksana teknis, 
tetapi sebagai mitra profesional yang memiliki peran aktif dalam 
pengambilan keputusan, perencanaan program, serta evaluasi kegiatan 
sekolah. 

Pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kompetensi profesional, 
pedagogik, sosial, dan kepribadian guru. Kepala sekolah perlu 
memberikan kesempatan kepada guru untuk mengikuti pelatihan, 
workshop, seminar, serta kegiatan pengembangan diri lainnya. Selain 
itu, pemberdayaan juga mencakup pembinaan yang berkelanjutan, 
supervisi akademik yang konstruktif, serta pemberian motivasi dan 
penghargaan atas kinerja yang baik. 

Tenaga kependidikan seperti staf administrasi, pustakawan, dan 
tenaga laboratorium juga perlu diberdayakan melalui pembagian tugas 
yang jelas, peningkatan keterampilan teknis, serta pelibatan dalam 
sistem manajemen sekolah. Dengan adanya pelibatan aktif seluruh 
unsur sekolah, tercipta rasa memiliki (sense of belonging) dan 
tanggung jawab bersama atas kemajuan lembaga pendidikan (Dwi 
Puspitasari, 2025). 

Optimalisasi pemberdayaan ini akan berdampak pada peningkatan 
kualitas layanan pendidikan, efektivitas pengelolaan sekolah, serta 
terciptanya budaya kerja yang profesional dan kolaboratif. 
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e. Tantangan dan Solusi Tahap Pengorganisasian 
Tahap pengorganisasian (organizing) dalam Manajemen Berbasis 

Sekolah merupakan proses pengelompokan tugas, pembagian wewenang, 
serta penetapan tanggung jawab guna mencapai tujuan yang telah 
direncanakan. Dalam tahap ini, seluruh komponen baik sumber daya 
manusia dan nonmanusia diintegrasikan ke dalam suatu sistem kerja 
yang terstruktur. 

Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan pada tahap 
pengorganisasian, antara lain: 

1)​Kurangnya Kesiapan Sumber Daya 
Tidak semua komponen sekolah memiliki tingkat kesiapan yang 
sama dalam melaksanakan program peningkatan mutu. Perbedaan 
kompetensi, motivasi, dan pemahaman terhadap visi sekolah dapat 
menjadi hambatan dalam pembagian tugas dan pelaksanaan fungsi 
organisasi. 

2)​Ketidakjelasan Pembagian Tugas dan Wewenang 
Jika struktur organisasi tidak disusun secara jelas, dapat 
terjadi tumpang tindih pekerjaan, lemahnya koordinasi, serta 
kebingungan dalam pengambilan keputusan. 

3)​Lemahnya Koordinasi dan Kerja Sama Tim 
Pengorganisasian menuntut adanya sinergi antarindividu dan 
kelompok kerja. Tanpa komunikasi yang efektif, kerja sama tim 
tidak berjalan optimal sehingga tujuan sulit tercapai. 

Solusi Tahap Pengorganisasian Untuk mengatasi berbagai tantangan 
tersebut, beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah: 

1)​Melakukan Analisis SWOT 
Sekolah perlu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, 
dan ancaman setiap komponen organisasi guna mengetahui tingkat 
kesiapan dan menentukan langkah perbaikan 

2)​Membentuk Tim Pengembang yang Kompeten 
Pembentukan tim pengembang mutu yang terdiri dari kepala 
sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan pihak terkait menjadi 
strategi penting dalam memperjelas tugas dan tanggung jawab 
organisasi masing-masing. 

3)​Menyusun Program dengan Sistematis dan Partisipatif 
Program peningkatan mutu harus dirancang secara jelas, 
mencantumkan aspek mutu yang ingin dicapai, siapa pelaksana, 
waktu pelaksanaan, serta kebutuhan biaya agar organisasi 
berjalan efektif. 

Dengan pengorganisasian yang baik, seluruh sumber daya sekolah 
dapat terintegrasi secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan 
secara efektif dan efisien. 

4. Tahap Pelaksanaan (Implementasi Pilar MBS) 

Tahap pelaksanaan merupakan proses realisasi dari perencanaan dan 
pengorganisasian dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Pada tahap 
ini, seluruh program yang telah disusun dijalankan secara sistematis 
dengan melibatkan seluruh warga sekolah sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab masing-masing. 
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a.​Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran: Otonomi dalam Pengembangan 
Kurikulum Merdeka 
Manajemen kurikulum dan pembelajaran dalam konteks Manajemen 

Berbasis Sekolah (MBS) menempatkan sekolah sebagai pusat pengambilan 
keputusan dalam pengembangan program pendidikan. Salah satu bentuk 
nyata otonomi sekolah adalah kewenangan dalam proses penyusunan dan 
pengembangan kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan dan 
karakteristik peserta didik, kondisi lingkungan, serta kontekstual 
masyarakat sekitar. 

Otonomi dalam pengembangan kurikulum memungkinkan pihak sekolah 
untuk menyesuaikan visi, misi, dan tujuan pendidikan ke dalam 
struktur kurikulum yang kontekstual. Sekolah tidak hanya mengikuti 
kebijakan nasional secara tekstual, tetapi juga melakukan pengayaan, 
penguatan muatan lokal, serta inovasi pembelajaran yang relevan 
dengan perkembangan zaman (Dwi Puspitasari, 2025). 

Dalam praktiknya, manajemen kurikulum mencakup perencanaan program 
pembelajaran, penyusunan kalender akademik, pengembangan RPP (atau 
modul ajar), pelaksanaan proses pembelajaran, hingga evaluasi hasil 
belajar. Kepala sekolah berperan sebagai supervisor akademik yang 
memastikan proses pembelajaran berjalan efektif dan sesuai standar 
mutu pendidikan. 

Selain itu, otonomi kurikulum juga mendorong kreativitas guru 
dalam mengembangkan metode dan strategi pembelajaran yang aktif, 
inovatif, dan berpusat pada peserta didik. Dengan demikian, 
manajemen kurikulum tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga 
menjadi instrumen peningkatan kualitas pembelajaran secara 
berkelanjutan. 

b.​Manajemen Ketenagaan (SDM): Pembinaan, Peningkatan Kompetensi, dan 
Evaluasi Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan. 
Manajemen ketenagaan (Sumber Daya Manusia) dalam kerangka 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan upaya sistematis dalam 
mengelola guru dan tenaga kependidikan agar mampu bekerja secara 
profesional dan produktif. SDM merupakan faktor kunci dalam 
menentukan keberhasilan mutu pendidikan, sehingga pengelolaannya 
harus dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan berbasis 
kebutuhan sekolah. Langkah yang bisa dilakukan manajemen SDM sebagai 
berikut: 

1) Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan 
Pembinaan dilakukan melalui kegiatan supervisi akademik dan 
manajerial rutin yang bertujuan meningkatkan kualitas proses 
pembelajaran dan layanan administrasi. Kepala sekolah memiliki 
peran sebagai pembina yang memberikan masukan positif, 
motivasi, serta bimbingan agar guru dan staf mampu menjalankan 
tugasnya secara optimal. Pembinaan juga mencakup penanaman 
etos kerja, disiplin, serta komitmen terhadap visi dan misi 
sekolah. 

2) Peningkatan Kompetensi 
Peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan, workshop, 
seminar, kegiatan MGMP, serta pengembangan profesional 
berkelanjutan. Guru didorong untuk meningkatkan kompetensi 
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pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian, sedangkan 
tenaga kependidikan meningkatkan kompetensi teknis sesuai 
bidang tugasnya. Dalam konteks MBS, sekolah memiliki otonomi 
untuk merancang program pengembangan SDM sesuai kebutuhan dan 
prioritas mutu sekolah (Dwi Puspitasari, 2025). 

3) Evaluasi Kinerja 
Evaluasi kinerja merupakan proses penilaian terhadap 
pelaksanaan tugas guru dan staf berdasarkan standar yang telah 
ditetapkan. Evaluasi dilakukan secara objektif dan berkala 
melalui instrumen penilaian kinerja, observasi kelas, serta 
laporan administrasi. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar 
pemberian penghargaan, pembinaan lanjutan, maupun perbaikan 
kinerja agar tercipta budaya mutu dan akuntabilitas. 

Dengan implementasi manajemen ketenagaan yang efektif, sekolah 
mampu menghadirkan lingkungan kerja yang profesional, kolaboratif, 
dan berorientasi pada peningkatan kualitas mutu pendidikan secara 
berkesinambungan. 

c.​Manajemen Kesiswaan: Penerimaan Siswa Baru, Pengembangan Bakat, 
dan Kedisiplinan. 
Manajemen kesiswaan merupakan komponen penting dalam keseluruhan 

sistem manajemen pendidikan yang menitikberatkan pada pengelolaan 
peserta didik sejak proses penerimaan hingga mereka menyelesaikan 
pendidikan. Mulyasa (2011) menjelaskan bahwa manajemen kesiswaan 
adalah suatu proses pengaturan berbagai aspek yang berkaitan dengan 
peserta didik, dengan tujuan menciptakan proses pembelajaran yang 
efektif serta memastikan tercapainya tujuan pendidikan secara 
optimal. Dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), 
pengelolaan kesiswaan tidak lagi dipahami sebatas kegiatan 
administratif, melainkan sebagai upaya terencana dan berkelanjutan 
dalam mengembangkan potensi peserta didik, baik pada aspek akademik, 
sosial, maupun karakter secara holistik. 

Ruang lingkup manajemen kesiswaan mencakup berbagai kegiatan 
strategis, antara lain: 

1) Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 
2) Pengelompokan dan penempatan siswa 
3) Pembinaan dan pengembangan potensi peserta didik 
4) Layanan bimbingan dan konseling 
5) Pengelolaan disiplin serta tata tertib 
6) Evaluasi dan monitoring perkembangan peserta didik. 
Dalam implementasinya, manajemen kesiswaan dalam MBS berlandaskan 

pada prinsip otonomi, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. 
Melalui prinsip-prinsip tersebut, menurut Mulyasa (2003), sekolah 
memiliki kewenangan yang lebih luas untuk merancang serta 
mengembangkan program kesiswaan yang disesuaikan dengan kebutuhan, 
potensi, dan karakteristik peserta didik. 

d.​Manajemen Keuangan: Transparansi dalam Penggunaan Dana BOS atau 
Dana Masyarakat. 
Manajemen keuangan dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

merupakan salah satu aspek penting dalam menjamin efektivitas dan 
akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Sekolah diberikan 
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kewenangan untuk mengelola sumber dana, baik yang berasal dari 
pemerintah seperti Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun 
dari partisipasi masyarakat. Namun, kewenangan tersebut harus 
dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan 
partisipasi. 

Transparansi dalam penggunaan dana BOS maupun dana masyarakat 
berarti seluruh perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan 
dilakukan secara terbuka. Sekolah wajib menyusun Rencana Kegiatan 
dan Anggaran Sekolah (RKAS) secara partisipatif dengan melibatkan 
kepala sekolah, guru, bendahara, serta komite sekolah (Dwi 
Puspitasari, 2025). Hal ini bertujuan agar penggunaan dana 
benar-benar sesuai dengan kebutuhan prioritas sekolah dan mendukung 
peningkatan mutu pembelajaran. 

Selain itu, laporan realisasi penggunaan dana harus disampaikan 
secara jelas kepada pihak terkait, baik kepada pemerintah maupun 
kepada orang tua dan masyarakat. Bentuk transparansi dapat dilakukan 
melalui rapat komite sekolah, papan informasi keuangan, serta 
laporan tertulis yang dapat diakses oleh stakeholder sekolah. Dengan 
adanya keterbukaan tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap sekolah 
akan meningkat dan potensi penyalahgunaan dana dapat diminimalkan. 

Akuntabilitas keuangan juga menuntut adanya pengawasan dan 
evaluasi secara berkala. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab 
utama harus memastikan bahwa setiap penggunaan dana sesuai dengan 
peraturan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan secara 
administratif maupun moral. Dengan manajemen keuangan yang 
transparan dan akuntabel, tujuan MBS untuk meningkatkan mutu 
pendidikan dapat tercapai secara optimal. 

e.​Manajemen Sarana dan Prasarana: Pemeliharaan dan Pengadaan 
Fasilitas Secara Mandiri. 
Manajemen sarana dan prasarana dalam kerangka Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS) menempatkan sekolah sebagai pihak yang memiliki 
otonomi dalam merencanakan, mengadakan, serta memelihara fasilitas 
pendidikan sesuai kebutuhan riil di lapangan. Pemeliharaan sarana 
dan prasarana dilakukan secara rutin dan sistematis guna memastikan 
keberlangsungan fungsi fasilitas, baik melalui perawatan rutin, 
perbaikan ringan, maupun rehabilitasi. Kegiatan ini tidak hanya 
bertujuan menjaga kualitas fisik fasilitas, tetapi juga mendukung 
terciptanya lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif bagi peserta 
didik. Dalam praktiknya, keterlibatan seluruh warga sekolah menjadi 
faktor penting agar proses pemeliharaan berjalan efektif dan 
berkelanjutan (Mulyasa, 2012). 

Selain pemeliharaan, pengadaan sarana dan prasarana secara mandiri 
menjadi salah satu ciri utama MBS, di mana sekolah diberikan 
kewenangan untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas serta 
mengelola sumber daya yang tersedia. Pengadaan ini dapat dilakukan 
melalui berbagai cara, seperti pemanfaatan dana Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS), kerja sama dengan masyarakat, komite sekolah, maupun 
pihak swasta. Dengan adanya kemandirian tersebut, sekolah diharapkan 
lebih responsif terhadap kebutuhan peserta didik dan perkembangan 
zaman. Namun demikian, pengelolaan pengadaan harus tetap 
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mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi 
agar tidak menimbulkan penyimpangan dalam pelaksanaannya (Sagala, 
2013). 

5. Tahap Evaluasi 
Dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), evaluasi merupakan proses 

sistematis untuk menilai pelaksanaan program sekolah guna mengetahui 
sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai, sekaligus 
mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul selama proses 
pelaksanaan. Evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 
siklus manajemen sekolah karena hasilnya digunakan sebagai landasan 
dalam pengambilan keputusan dan penyempurnaan program secara 
berkelanjutan. Menurut Sagala (2013), evaluasi pendidikan yang baik 
harus mampu menghasilkan informasi yang objektif dan relevan 
sehingga dapat digunakan sebagai pijakan dalam peningkatan mutu 
pendidikan secara berkesinambungan. 

Menurut Mulyasa (2011), evaluasi dalam MBS tidak hanya diarahkan 
untuk mengukur keberhasilan akhir program, tetapi juga menelaah 
proses pelaksanaan, efektivitas penggunaan sumber daya, serta 
kesesuaian kegiatan sekolah dengan visi, misi, dan tujuan lembaga 
pendidikan. Dengan demikian, evaluasi dipahami sebagai upaya 
reflektif untuk menjaga mutu penyelenggaraan pendidikan secara 
menyeluruh. 

Dalam praktiknya, evaluasi pada sistem MBS dilakukan secara 
partisipatif dengan melibatkan kepala sekolah, guru, tenaga 
kependidikan, komite sekolah, orang tua, hingga masyarakat. 
Keterlibatan berbagai pihak tersebut mencerminkan prinsip 
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sekolah sebagaimana 
dikemukakan oleh Rohiat (2010). 

a.​Tujuan Evaluasi 
Pelaksanaan evaluasi dalam MBS memiliki beberapa tujuan utama, 

yaitu: 
1)​Mengetahui tingkat keberhasilan program sekolah 
2)​Mengidentifikasi hambatan dan kelemahan pelaksanaan program 
3)​Dasar dalam menentukan langkah perbaikan dan pengembangan 

program 
4)​Meningkatkan efektivitas serta efisiensi pengelolaan sekolah 
5)​Memperkuat akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan 

pendidikan. 

b. Bentuk-Bentuk Evaluasi dalam Manajemen Berbasis Sekolah 
Pelaksanaan evaluasi dalam MBS dapat dilakukan melalui beberapa 

aspek berikut: 
1)​Evaluasi Program Sekolah 

Evaluasi ini dilakukan untuk menilai keterlaksanaan program 
akademik maupun non akademik serta melihat kesesuaian antara 
perencanaan dan pelaksanaan program sekolah. 

2)​Evaluasi Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan 
Penilaian diarahkan pada profesionalisme, kedisiplinan, 
tanggung jawab, dan kualitas layanan pendidikan yang diberikan 
oleh guru maupun tenaga kependidikan. 

3)​Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik 
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Evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan akademik 
sekaligus pembentukan karakter peserta didik sebagai indikator 
keberhasilan proses pendidikan. 

4)​Evaluasi Pengelolaan Keuangan 
Dalam MBS, pengelolaan keuangan harus berlangsung secara 
transparan dan akuntabel. Oleh sebab itu, evaluasi keuangan 
menjadi bagian penting dalam sistem pengawasan sekolah. 

5)​Evaluasi Partisipasi Masyarakat 
Sekolah juga perlu menilai sejauh mana keterlibatan orang tua, 
komite sekolah, dan masyarakat dalam mendukung berbagai program 
pendidikan. 

c. Tahap Evaluasi dalam MBS 
Secara umum, evaluasi dalam MBS dilaksanakan melalui beberapa 

tahapan berikut: 
1)​Menentukan Aspek yang Dievaluasi 

Sekolah terlebih dahulu menetapkan indikator keberhasilan 
berdasarkan visi, misi, tujuan, dan program yang telah 
dirancang. 

2)​Mengumpulkan Data dan Informasi 
Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, 
laporan kegiatan, maupun forum rapat evaluasi sekolah. 

3)​Menganalisis Hasil Evaluasi 
Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk melihat tingkat 
keberhasilan program sekaligus menemukan berbagai kendala yang 
dihadapi selama pelaksanaan. 

4)​Menyusun Tindak Lanjut 
Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar dalam merancang langkah 
perbaikan dan pengembangan program sekolah ke depan. Menurut 
Rohiat (2010), evaluasi akan kehilangan maknanya apabila tidak 
diikuti dengan tindak lanjut yang nyata dan berkelanjutan. 

d. Tantangan dalam Pelaksanaan Evaluasi MBS 
Dalam implementasinya, evaluasi MBS masih menghadapi sejumlah 

tantangan yang cukup kompleks seperti berikut ini: 
1)​Keterbatasan Kompetensi SDM 

Sebagian guru dan tenaga kependidikan belum memiliki kemampuan 
yang memadai dalam menyusun instrumen evaluasi maupun 
menganalisis data hasil evaluasi. 

2)​Lemahnya Budaya Evaluasi 
Di beberapa sekolah, evaluasi masih dipandang sebagai kewajiban 
administratif semata sehingga hasilnya belum dimanfaatkan 
secara optimal untuk pengembangan mutu sekolah. 

3)​Rendahnya Partisipasi Warga Sekolah 
Pelaksanaan evaluasi terkadang hanya dilakukan oleh pihak 
tertentu tanpa melibatkan seluruh unsur sekolah dan masyarakat 
secara aktif. 

4)​Keterbatasan Data dan Dokumentasi 
Sistem dokumentasi yang belum tertata dengan baik menyebabkan 
proses evaluasi sulit dilakukan secara objektif dan 
berkelanjutan. 
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5)​Resistensi terhadap Hasil Evaluasi 
Sebagian pihak masih mengalami kesulitan menerima kritik atau 
temuan evaluasi yang menunjukkan kelemahan program sekolah. 
Menurut Mulyasa (2011), rendahnya kesiapan sumber daya manusia 
dalam membangun budaya mutu dan evaluasi berkelanjutan menjadi 
salah satu hambatan utama dalam implementasi MBS. 

e. Solusi dalam Menghadapi Tantangan Evaluasi MBS 
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, beberapa langkah 

strategis dapat dilakukan sekolah, di antaranya: 
1)​Peningkatan Kompetensi SDM 

Sekolah perlu menyelenggarakan pelatihan mengenai teknik 
evaluasi, penyusunan instrumen, dan analisis data bagi guru 
maupun tenaga kependidikan. 

2)​Membangun Budaya Evaluasi yang Positif 
Evaluasi perlu dipahami sebagai sarana refleksi dan perbaikan 
bersama, bukan sebagai upaya mencari kesalahan individu. 

3)​Memperkuat Partisipasi dan Kolaborasi 
Pelibatan seluruh warga sekolah, komite sekolah, dan orang tua 
dalam proses evaluasi dapat menghasilkan penilaian yang lebih 
objektif dan komprehensif. 

4)​Pemanfaatan Teknologi dan Dokumentasi Digital 
Penggunaan sistem administrasi dan dokumentasi berbasis digital 
membantu sekolah dalam menyimpan serta mengelola data evaluasi 
secara lebih efektif dan berkelanjutan. 

5)​Konsistensi Tindak Lanjut 
Hasil evaluasi harus diikuti dengan langkah nyata berupa 
perbaikan program agar proses evaluasi memberikan dampak 
terhadap peningkatan mutu pendidikan. Sagala (2013) menegaskan 
bahwa keberhasilan evaluasi sangat ditentukan oleh komitmen 
sekolah dalam menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar 
pengembangan mutu pendidikan secara terus-menerus. 

6. Tahap Pelaporan dan Akuntabilitas 
Pelaporan dan akuntabilitas adalah langkah penting dalam manajemen 

pendidikan, terutama ketika menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah 
(MBS). Fokus utamanya adalah memastikan bahwa dinas pendidikan, 
komite sekolah, dan masyarakat dapat secara formal dan jelas 
dipertanggungjawabkan atas semua kegiatan, penggunaan sumber daya, 
dan pencapaian sekolah. Pelaporan yang sistematis dan akuntabel 
menjadi dasar untuk evaluasi, refleksi, dan perencanaan perbaikan 
berkelanjutan (Sumardona et al, 2025). 
Tahap ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis, 
karena hasil pelaporan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan 
yang lebih baik di tahun berikutnya. 

a. Pelaporan Berkala 
Pelaporan berkala adalah proses menyimpan catatan tentang segala 

sesuatu yang terjadi di sekolah selama periode waktu tertentu. Ini 
dapat dilakukan dalam bentuk laporan tertulis, laporan keuangan, 
laporan tentang kinerja program, atau catatan tentang kegiatan 
pembelajaran atau ekstrakurikuler. 
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Pelaporan berkala memiliki beberapa fungsi penting (Annisa, P. H., 
2025): 

1)​Sebagai alat kontrol internal, memastikan semua program 
berjalan sesuai rencana. 

2)​Sebagai dasar evaluasi, membantu manajemen mengidentifikasi 
keberhasilan maupun kendala dalam implementasi program. 

3)​Sebagai dokumentasi formal yang dapat dijadikan bukti 
pertanggungjawaban kepada pihak eksternal, seperti dinas 
pendidikan dan komite sekolah. 

Sebagai contoh, laporan bulanan guru tentang program literasi 
mencakup jumlah siswa yang mengikuti kegiatan, evaluasi strategi 
pengajaran yang efektif, keterlibatan siswa, dan tantangan yang 
dihadapi. Laporan ini dapat digunakan untuk merencanakan perbaikan 
atau pengembangan program bulan berikutnya. 

b. Transparansi Publik 
Transparansi publik adalah prinsip akuntabilitas yang menekankan 

keterbukaan informasi kepada masyarakat. Informasi yang terbuka 
mencakup penggunaan anggaran, capaian program, prestasi siswa, dan 
kegiatan sekolah lainnya. Transparansi ini meningkatkan kepercayaan 
masyarakat terhadap sekolah dan mendorong partisipasi aktif orang 
tua maupun komunitas pendidikan (Abdul Rohman, 2024) 

Beberapa strategi untuk mencapai transparansi publik antara lain: 
1)​Rapat komite sekolah secara rutin untuk memaparkan penggunaan 

anggaran dan pencapaian program. 
2)​Papan pengumuman atau media daring sekolah yang menampilkan 

laporan kinerja dan prestasi. 
3)​Publikasi laporan tahunan yang dapat diakses oleh masyarakat 

luas. 
Mekanisme transparan memungkinkan masyarakat untuk memberikan 

masukan, menilai penggunaan sumber daya, dan berpartisipasi dalam 
pengembangan sekolah. Ini juga mengurangi kemungkinan penyalahgunaan 
anggaran dan meningkatkan akuntabilitas sosial, refleksi dan 
perbaikan berkelanjutan 

Hasil pelaporan tidak hanya digunakan sebagai dokumentasi, tetapi 
juga sebagai bahan refleksi untuk perbaikan berkelanjutan. Analisis 
laporan memungkinkan sekolah menilai keberhasilan program, memeriksa 
kesesuaian dengan target, dan merencanakan siklus MBS pada tahun 
berikutnya. 

Proses refleksi dapat mencakup beberapa langkah: 
1)​Meninjau capaian indikator kinerja sekolah berdasarkan laporan 

berkala. 
2)​Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau 

kegagalan program. 
3)​Merumuskan strategi perbaikan, misalnya pengembangan metode 

pembelajaran, penyesuaian anggaran, atau pelatihan guru. 
Dengan menggunakan laporan sebagai dasar refleksi, sekolah dapat 

menciptakan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dan 
meningkatkan kualitas pendidikan secara sistematis. 
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c. Tantangan dan Solusi Tahap Pelaporan 
Beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam tahap pelaporan dan 

akuntabilitas antara lain (Nandita, S. S, 2023): 
1)​Keterbatasan kompetensi staf administrasi, sehingga laporan 

tidak lengkap, terlambat, atau kurang sistematis. 
2)​Kurangnya pemahaman tentang prinsip transparansi, sehingga 

masyarakat sulit mengakses atau memahami informasi yang 
disajikan. 

3)​Resistensi terhadap evaluasi, terutama ketika laporan 
menunjukkan kelemahan program atau penggunaan anggaran yang 
belum optimal. 

Beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain: 
1)​Memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas staf dalam 

administrasi dan pelaporan. 
2)​Menerapkan sistem pelaporan digital yang terintegrasi untuk 

mempermudah pendokumentasian, distribusi, dan pemantauan 
laporan. 

3)​Menetapkan prosedur baku pelaporan dan audit internal untuk 
memastikan validitas dan keandalan data. 

Dengan implementasi solusi tersebut, tahap pelaporan dapat 
berjalan lebih efektif, transparan, dan berkontribusi pada 
peningkatan akuntabilitas sekolah. 

Temuan penelitian mengenai langkah-langkah pelaksanaan Manajemen 
Berbasis Sekolah (MBS) ini memberikan berbagai implikasi yang dapat 
diterapkan dalam konteks teoritis, praktis, kebijakan pendidikan, 
maupun pengembangan penelitian selanjutnya. Implementasi MBS yang 
dilakukan melalui tahapan persiapan, perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, evaluasi, serta pelaporan dan akuntabilitas menunjukkan 
bahwa keberhasilan pengelolaan sekolah tidak hanya bergantung pada 
kepala sekolah, tetapi juga pada keterlibatan seluruh warga sekolah 
dan masyarakat secara kolaboratif. 

1.​Implikasi Teoritis 
Temuan penelitian ini memperkuat konsep bahwa pelaksanaan 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang dilakukan melalui tahap 
persiapan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, 
serta pelaporan dan akuntabilitas dapat mendukung peningkatan mutu 
pendidikan secara sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan. 
2. Implikasi Praktis 

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan MBS 
memerlukan kesiapan sumber daya manusia, pembagian tugas yang jelas, 
budaya kerja sama, serta keterlibatan aktif warga sekolah dan 
masyarakat dalam setiap program sekolah. 
3. Implikasi Kebijakan 

Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya dukungan kebijakan 
pemerintah dalam bentuk pelatihan, pendampingan, penguatan kapasitas 
sekolah, serta pemberian otonomi yang fleksibel agar implementasi 
MBS dapat berjalan lebih efektif. 
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4. Implikasi bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian yang lebih 
spesifik mengenai efektivitas MBS, kepemimpinan kepala sekolah, 
budaya organisasi sekolah, maupun pengaruh partisipasi masyarakat 
terhadap peningkatan mutu pendidikan. 

Simpulan  

Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan proses 
transformasi tata kelola pendidikan yang dilakukan secara sistematis 
melalui tahapan sosialisasi, analisis kesiapan, perencanaan 
partisipatif, pengorganisasian, pelaksanaan program, hingga evaluasi 
berkelanjutan. Tahap awal dimulai dengan membangun pemahaman dan 
komitmen bersama seluruh warga sekolah agar tercipta rasa memiliki 
(sense of belonging). Selanjutnya, sekolah melakukan analisis 
kondisi untuk mengidentifikasi kebutuhan dan potensi dimiliki 
sebagai dasar penyusunan visi, program kerja, serta penganggaran 
yang realistis dan berbasis prioritas. Pada tahap implementasi, 
program dijalankan secara kolaboratif dengan pembagian tugas yang 
jelas serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. 
Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala sebagai bentuk 
perbaikan berkelanjutan guna memastikan setiap kebijakan benar-benar 
berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Dengan demikian, MBS 
bukan sekadar sistem administrasi, melainkan pendekatan strategis 
yang menempatkan sekolah sebagai pusat pengambilan keputusan dalam 
rangka mewujudkan mutu pendidikan yang relevan dan berkelanjutan.   
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	LANGKAH-LANGKAH DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH  
	ABSTRAK ​Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan pendekatan pengelolaan pendidikan yang memberi ruang otonomi lebih luas kepada sekolah dalam merancang program, mengelola sumber daya, serta mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan, potensi dan karakteristik lingkungan pendidikan masing-masing. Penerapan MBS diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui keterlibatan aktif seluruh unsur sekolah dan masyarakat secara kolaboratif. Makalah ini mengkaji tahapan pelaksanaan MBS secara sistematis, mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program sekolah. Pada tahap persiapan, sekolah melakukan sosialisasi konsep MBS, membangun kesadaran kolektif warga sekolah, mengidentifikasi tingkat kesiapan lembaga, serta membentuk tim pengembang sekolah sebagai penggerak implementasi. Tahap perencanaan meliputi perumusan visi, misi, dan tujuan sekolah, analisis kebutuhan melalui pendekatan SWOT, penyusunan program kerja, serta pengembangan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). Selanjutnya,
	 
	Kata Kunci: Manajemen Berbasis Sekolah, Pelaksanaan MBS, Otonomi Sekolah, Mutu Pendidikan.  
	 
	Pendahuluan  
	Sejak diberlakukannya otonomi daerah, arah kebijakan pendidikan di Indonesia mengalami pergeseran mendasar dari pola pengelolaan yang terpusat menuju pendekatan yang lebih desentralistik. Perubahan paradigma ini memunculkan manajemen berbasis sekolah (MBS) atau School-Based Management sebagai bagian dari wujud konkret desentralisasi pendidikan. Melalui MBS, sekolah diberikan ruang otonomi yang lebih luas dalam merumuskan keputusan strategis, mengatur sumber daya, dan merancang program pembelajaran berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata satuan pendidikan. Pendekatan ini, menurut Andi Nurmayanthi (2023) sekaligus membuka peluang partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan yang relevan dan berorientasi pada kebutuhan setempat. 
	Dalam perkembangan pendidikan abad ke-21 yang ditandai oleh dinamika dan kompleksitas tantangan, keberadaan MBS menjadi semakin relevan. Di satu sisi, MBS menyediakan fleksibilitas bagi sekolah untuk mengadaptasi kebijakan, kurikulum, dan praktik pembelajaran dengan karakteristik peserta didik serta lingkungan sosialnya. Namun di sisi lain, realitas implementasi menunjukkan bahwa tidak semua sekolah siap mengelola otonomi tersebut secara optimal. Berbagai kendala masih kerap dijumpai, antara lain keterbatasan sumber daya, pemahaman yang belum merata terhadap konsep dan praktik MBS, serta adanya resistensi terhadap perubahan budaya manajemen sekolah. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas dan pendampingan berkelanjutan agar MBS dapat dijalankan secara efektif dan berdaya guna (Hartinah & Aura Wida Rofahima, 2024). Sekalipun sejumlah institusi pendidikan berhasil mengintegrasikan pilar-pilar MBS termasuk kemandirian, keterlibatan semua pihak, keterbukaan, dan pertanggungjawaban guna menyempurnakan 
	Dalam konteks situasi pendidikan Indonesia saat ini, MBS memegang peranan krusial selaku sarana pendukung kebijakan merdeka belajar dan kerangka kurikulum yang lebih responsif terhadap kebutuhan peserta didik. Kewenangan otonomi yang diberikan kepada kepada sekolah diharapkan tidak hanya berkontribusi pada peningkatan standar layanan pendidikan, melainkan juga melahirkan para lulusan yang sanggup menjawab tantangan di tingkat global maupun lokal. Meski demikian, kondisi faktual di lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan MBS sangat bergantung pada adanya pola implementasi yang terencana, sistematis, dan selaras dengan karakteristik masing-masing satuan pendidikan, agar pengaruhnya terhadap kualitas pembelajaran dan manajemen sekolah dapat dirasakan secara nyata. 
	   

	Metode Penelitian 
	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan mendeskripsikan konsep manajemen berbasis sekolah dan langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah tersebut berdasarkan kajian pustaka dan berbagai literatur yang relevan. Data penelitian diperoleh melalui telaah jurnal penelitian, buku, dan artikel ilmiah yang relevan dengan tema manajemen berbasis sekolah. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman mengenai tahapan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah secara sistematis. 
	Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengkaji berbagai informasi yang diperoleh dari sejumlah referensi dan sumber data yang relevan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan konsistensi, validitas, dan reliabilitas data sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Melalui proses ini, peneliti berupaya meminimalkan potensi bias sekaligus memperkuat keakuratan temuan penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitis, yakni melalui proses pengelompokan, penafsiran, dan penyimpulan data yang berkaitan dengan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu: (a) mengorganisasikan data agar tersusun secara sistematis sesuai fokus penelitian, (b) menginterpretasikan data dengan menghubungkan temuan pada konteks implementasi manajemen berbasis sekolah, serta (c) menarik kesimpulan secara menyeluruh mengenai langkah-langkah pelaksanaan manajemen

	Hasil 
	Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan langkah strategis dalam meningkatkan mutu kualitas pendidikan melalui pemberian otonomi lebih luas kepada sekolah untuk mengelola sumber daya, menyusun program, dan pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik lingkungan sekolah masing-masing. Implementasi MBS dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu: 
	1.  ​Tahap persiapan dilakukan dengan sosialisasi konsep MBS, pembangunan kesadaran kolektif warga sekolah, identifikasi kesiapan sekolah, serta pembentukan tim pengembang sekolah. 
	2.  ​Tahap perencanaan dilakukan melalui penyusunan visi, misi, tujuan sekolah, analisis kebutuhan sekolah, penyusunan program kerja, dan RKAS secara partisipatif. 
	3.  ​Tahap pengorganisasian dilakukan dengan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada seluruh warga sekolah agar pelaksanaan program berjalan secara terarah dan efektif. 
	4.  ​Tahap pelaksanaan di mana sekolah mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki dengan melibatkan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, dan masyarakat dalam pelaksanaan program sekolah. 
	5.  ​Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas program, mengidentifikasi hambatan, serta menjadi dasar dalam melakukan perbaikan berkelanjutan. 
	6.  ​Tahap pelaporan dan akuntabilitas dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah terhadap pelaksanaan program, penggunaan anggaran, dan pencapaian tujuan pendidikan kepada seluruh pihak terkait, baik pemerintah maupun masyarakat. 
	Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan MBS dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sekolah, partisipasi warga sekolah, transparansi, serta kualitas layanan pendidikan. Meskipun demikian, pelaksanaan MBS masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya keterlibatan masyarakat, dan resistensi terhadap perubahan dalam lingkungan sekolah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen, kolaborasi, serta penguatan kapasitas seluruh warga sekolah agar pelaksanaan MBS dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.   

	Pembahasan 
	Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan suatu pendekatan pengelolaan pendidikan yang menempatkan sekolah sebagai pusatpenngembangan dan pemberdayaan. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif berbagai pihak dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, hingga masyarakat sekitar. Dalam pelaksanaannya, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat proses belajar mengajar, tetapi juga ruang kolaborasi yang mendorong partisipasi bersama dalam proses merumuskan kebijakan, menyusun program, serta pengambilan keputusan. 


	1.​Implikasi Teoritis 
	2. Implikasi Praktis 
	3. Implikasi Kebijakan 
	4. Implikasi bagi Penelitian Selanjutnya 
	Simpulan  
	Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan proses transformasi tata kelola pendidikan yang dilakukan secara sistematis melalui tahapan sosialisasi, analisis kesiapan, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pelaksanaan program, hingga evaluasi berkelanjutan. Tahap awal dimulai dengan membangun pemahaman dan komitmen bersama seluruh warga sekolah agar tercipta rasa memiliki (sense of belonging). Selanjutnya, sekolah melakukan analisis kondisi untuk mengidentifikasi kebutuhan dan potensi dimiliki sebagai dasar penyusunan visi, program kerja, serta penganggaran yang realistis dan berbasis prioritas. Pada tahap implementasi, program dijalankan secara kolaboratif dengan pembagian tugas yang jelas serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala sebagai bentuk perbaikan berkelanjutan guna memastikan setiap kebijakan benar-benar berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Dengan demikian, MBS bukan sekadar sistem administrasi, melainkan pendekatan
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